PEMISRINTAN KABUPATIEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jhn. denderal Sudieman, Telp, (0750) 22211, Kode Pos 25651

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 140/0.0/Kpts/C.IV.J/2023

TENTANG

TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023

Memmbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT IV JURALI,

bahwa untuk pcnatausahaan administrasi keuangan
dana desa dan alokasi dana desa yang digulirkan kepada
Pemerintahan Nagari s¢-Kecamatan IV Jurai Tahun
Anggaran 2023;

bahwa dalam Pclaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditunjuk
dan ditetapkan Tim Evaluasi dan Verifikasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari se-
Kecamatan IV Jurai Tahun 2023;

bahwa untuk memenuhi diktum a dan b diatas, dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka perlu
ditetapkan Tim Evaluasi dan Verifikasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari se-
Kecamatan IV Jurai dengan Keputusan Camat IV Jurai;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis
Undang-undang Drt. Nomor21 Tahun 1957 ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77)
Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan  Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Permtucan Pemoerintoh Nomor 4% Tahan 20040 tentang
Peraturan Pelnksannun Undangy Undang, Nomor 6 Tahiun
2014 tentang Desn (Lembaran Negnro Repubhk Indoncsia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahinn Lembaran Negora
Republik Indonesin Nomaor  5539)  sebagimann telah
diubah denpin Peraturnn Pernenntah Nomor A7 Tahun
2015 tentany Perubahan wtus Peraturan Pemenmntah
Nomor 43 Tahun 2014 (entang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dewa
(Lembaran Negnra Repubhik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahon Lembaran Nepara Repubhik Indonesa
Nomor 5717),

Pernturan Pemenntah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dart Angparan Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Nepgara Republik Indonesi
Tahun 2014 Nomar 168, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagmimana telih
diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 22 Tabiun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran  Pendapatan  dan Belanja
Negarn (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteni Desa, Pembangunan Dacruh Tertingzal
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prniontas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2019,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Dacrah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2018 tentang Nagan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9
Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan
Dacrah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7
Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan IV Juray;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Nagan,

Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017
Tentang Redudukan, Susunan Orgamsasi, Tugas Puokok,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan
Lingkungan Pemenntah Kabupaten Pesisir Selatan,

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Bupatt Nomor o1
Tahun 2016 tentang Susunun Orgamsast dan Tata Kena
Pemenntahan Nagar,
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

17. Peraturan Bupati Pesisir Selutan Nomor : 129 Tahun 2022
Tentang Standar Harga Pemerintah  Nagari  Tohun

Anggaran 2023;

18. Peraturan Bupali Pesisir Sclatan Nomor 130 Tahun 2022
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

19. Peraturan Bupali Pesisir Selatan Nomor : 133 Tahun 2022
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penctapan Bagi Hauil
Pajak Daerah setiap Nagari yang Besrsumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan;

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023
Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana
Nagari Tahun 2023;

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023
Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari
Perangkar Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan
Permusyawaratan Nagari;

22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023
Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari
dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;

23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian
Dana Desa setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Evaluasi dan verifkasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja (APB) Nagari dan Administrasi Keuangan
Pemerintahan Nagari di Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran
2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Tugas Pokok dan Fungsi dari Tim Evaluasi dan Verifikasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan Nagari di
Kecamatan IV Jurai sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah melakukan
pembinaan, memfasilitasi, mengevaluasi administrasi
keuangan dan memverifikasi anggaran pendapatan dan
belanja  Pemerintahan  Nagari sesuai  perencanaan,
pembelanjaan dan pelaporan serta memberi rekomendasi
kepada Pemerintahan Nagari.

: Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA

akan tetap melekat pada masing-masing anggota tim dan
setiap anggota um wajib melaksanakan tugas pokok dan
fungsi dan mclaporkan kepada Ketua kegiatan.

Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan pada DPA Kecamatan IV Jurai
Tahun Anggaran 2023.
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KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salido
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth Bupati Pesisir Selatan C.q. Kepala DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth Kepala BPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan;

3. Yang bersangkutan;

4. Arsip
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[ AMPIRAN

tKEPUTUSAN CAMAT IV JURAL

Nomor 1 900/.93/KPTS-C.IV.JNV/2023
Tanggal - 93 April 2023
Tentang : Evaluasi dan Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2023
NO NAMA / NIP JABATAN KEDUDUKAN TANDA lANGAN
DALAM &
1. | FERRO YUANDIIA PUTRI, S.STP | Camat Ketua
19850612 200412 2 001
2. | ZUL IRFAN HIARUN, §.8TP Sekretaris Camat Wakil Ketua
19910731 201206 1 001
3. | RYAN JANGGARA, S.IP Kasi Pemerintahan Sekretaris
19950226 201708 1 001
4, LISMAWATI, SE Kasi Pemberdayaan Anggota
19791009 200701 2 002 Masyarakat dan
Perckonomian
5. | ZULMADENTI, S.Ag Kasi Kescjahtcraan Anggota
19780310 200801 2 028 Saia)
6. | DILLA PERMATA PUTRI, A.Md Kasubag Perencanaan Anggota 6,
19850922 201101 2015 Pelaporartidz
Kcuangan

FERRO.YUANDHA PUTRI, S.STP

NIP : 19850612 200412 2 001
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